PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMCR 11 TAHWN 1961
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PRESI DEN NOMCR 15 TAHUN 1960
TENTANG CRGAN SASl PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

a. bahwa unt uk nmenjamn kestabil an dan kel ancaran kerja Badan Koor di nasi
Penbangunan Masyarakat Desa (B KP.MD) dianggap perlu untuk
nenanbah dan nenberikan sifat yang lebih tetap terhadap susunan
keanggotaan dari Dewan Penasehat P.MD dan Badan Koordi nasi
t ersebut ;

b. bahwa ber hubung dengan itu penyesuai an susunan keanggotaan B.K P. M D
dengan "keadaan darurat" yang sifatnya senentara itu perlu pula
ditin au kenbali;

C. bahwa oleh karena itu dianggap perlu utnuk nengadakan perubahan
seperlunya dari Peraturan Presiden tentang Q gani sasi Penyel enggar aan
Penbangunan Masyar akat Desa;

Mengi ngat

1. Undang-undang Nonor 23 Prp. tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959
Nonmor 139, Tanbahan Lenbaran-Negara Nonor 1908) tentang Keadaan
Bahaya;

2. Peraturan Presiden Nonor 15 tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960
Nonor 82 Tanbahan Lenbaran-Negara Nonor 2021) tentang O gani sasi
Penyel enggar aan Penbangunan Masyar akat Desa;

3. Undang-undang Nonor 10 Prp tahun 1960 (Lenbaran Negara tahun 1960
Noror 31);

Mendengar
Menteri Pertana, Menteri Transkopenada dan Menteri Deputy Menteri Keamanan
Nasi onal .

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PRES! CEN
NOMIR 15 TAHUN 1960 TENTANG CRGAN SASI  PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA

Pasal 1|.

Pasal -pasal 4 ayat (2) huruf c, 6 huruf b, 8 huruf b dan 10 huruf b dari
Peraturan Presiden Nonor 15 tahun 1960 di ubah sehingga berbunyi sebagai
beri kut :

(1) Pasal 4 ayat (2) huruf c:
I nspektur Jenderal Teritorial dan Perlananan Rakyat atau pejabat |ain
yang ditunjuk oleh Menteri Kepala Saf Angkatan Darat, atau apabila
Negara dal am keadaan bahaya, pejabat yang ditunjuk ol eh Penguasa
Keadaan Bahaya ditingkat Pusat.



(2) Pasal 6 huruf :
Inspektur Teritorial dan Perlawanan Rakyat Konando Daerah Mliter,
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Panglina Daerah Mliter yang
ber sangkut an.

(3) Pasal 8 huruf b:
Perwra urusan Teritorial Konmando Resor Mliter, atau pejabat |ain
yang ditunjuk oleh Konando Resor Mliter, atau pejabat lain yang
di tunj uk ol en Konmandan Resor Mliter.

(4) Pasal 10 huruf b:
Bintara Uusan Teritorial, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
Komandan Dstrik Mliter.

Pasal 11

Anggota Dewan Penasehat Penbangunan Masyarakat Desa sebagai ditent ukan
dal ampasal 4 ayat (1) ditanbah dengan;

Menteri Produksi ;

Menteri D stribusi;

Menteri Keamanan Nasi onal ;

Menteri Pertani an;

Menteri Agrari a;

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;

Menteri Perindustrian Rakyat."

TT e

Pasal 111
D tanbahkan pasal 16 baru yang berbunyi sebagai beri kut:

"Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dan ketentuan- Kketentuan
beserta instruksi-instruksi pelaksanaan dari Peraturan tersebut, diatur
lebih lanjut ol en Menteri Transmgrasi, Koperasi dan Penbangunan Masyar akat
Desa di mana perl u dengan nendengar perti nbangan Dewan Penasehat Penbangunan
Masyarakat Desa dan/atau Badan Koordi nasi Penbangunan Masyarakat Desa
Pusat .

Pasal 1V
Pasal 16 nenjadi pasal 17 baru.
Pasal 5.
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, menerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1961.
Pej abat Presi den Republ ik | ndonesi a.



ttd.

DIUANDA
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1961.
Pej abat Sekretaris Negara,
ttd.
SANTCBO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN NOMCR 11 TAHWN 1961
TENTANG

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PRESI DEN NOMCR 15 TAHUN 1960
TENTANG GRGAN SASI PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

UMM

Yang penting dal am Peraturan Presiden Nonor 15 tahun 1960

i al ah:

1. bahwa organi sasi penyel enggaraan PMD harus dapat nenjamn adanya
koor di nasi dan  si nkroni sasi yang sebai k-bai knya dari senua
pel aksanaan program Penerintah di bi dang PMD.

2. bahwa dem kel ancaran pel aksanaan tugas dari Badan Koordi nasi
Penbangunan Masyarakat Desa dianggap perlu adanya tenaga dari
lingkungan mliter yang nenjadi anggota dari badan tersebut,
nengi ngat PMVMD harus di sesuai kan dengan program penbangunan di bi dang
pertahanan rakyat atas dasar sistemperang w | ayah.

Sel ah pel aksanaan Peraturan Presiden Nonor 15 tahun 1960 berjal an
hanpir satu tahun |anmanya, naka keanggotaan Dewan Penasehat PMD perlu
di senpur nakan sebagai nana di t ent ukan dal am Perat uran Presiden ini.

Juga karena keadaan Darurat tingkatannya ber nacam macam yai tu keadaan
Perang, keadaan Darurat Mliter dan keadaan Darurat S pil, naka sesuai
dengan keadaan itu Penguasanya pun ber nacam macam pul a.

Karena peraturan Presiden Nonor 15 tahun 1960 hanya nengi ngat adanya
satu macam tingkat keadaan saja c.q. keadaan Perang naka Kketentuan-
ket ent uan yang ber sangkut an perl u di ubah.

O sanping itu untuk |ebi h nel ancarkan jal annya pel aksanaan per at ur an
ini, maka diadakan satu ketentuan baru yang tidak ada dal am Peraturan
Presiden Nonor 15 tahun 1960 yaitu penberian wewenang yang |ebih |uas
kepada Menteri Tanskopenada untuk nengatur pel aksanaan pasal 3 dari
Perat uran Presi den tersebut.

PASAL DEM PASAL.

Qukup | el as.
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